


LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 29 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

~.•enimbang a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan reklame dan
pajak reklame di Kota Denpasar, ketentuan
dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
perlu dilakukan penyesuaian dan
penyempurnaan dengan berpedoman pada
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;
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b. bahwa penyesuaian dan penyempumaan
sebagaimana dimaksud huruf a di atas,
dipandang perlu diatur kembali yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
tentang Pembentukan Kota Denpasar
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;

~ Cndang - Undang Nomor 17 Tahun 1997
entang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997
entang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Cndang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
.\egara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor3839);

-ndang - Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang - Undang
_;omor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
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dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahoo 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Undang-oodang Nomor
8 Tahoo 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahoo 1983 Nomor 6,
Tambaban Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Tahoo 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahoo 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahoo 1999
tentang Tehnik Penyusooan Peraturan
Perundang-oodangan, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahoo 1999
Nomor70) ;

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22
Taboo 1995 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 9 Seri b Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13
Taboo 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor
13).
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_aemperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar Tanggal 3 Desember
Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Persetujuan Penetapan 9 (Sembilan)
Peraturan Daerah Kota Denpasar.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA DENPASAR

MEMUTUSKA N :

~,~~etapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

...::..Jenpasar adalah Daerah Kota Denpasar ;

Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota

ah Kepala Daerah Kota Denpasar ;

clan Pertamailan adalah Dinas Kebersihan

Kota Denpasar ;

e yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
yelenggaraan Reklame;
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- Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
urut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan

~ersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan
emujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk
•.perhatian umum kepada suatu barang, j asa atau orang

_ citempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau
dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan
erintah Daerah ;

QIDg reklame adalah suatu sarana atau tempat
satu atau beberapa buah reklame ;

Reklame adalah Perorangan atau badan hukum
_elenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya

tuk clan atas nama pihak lain yang menjadi

periklanan / Biro Reklame adalah Badan yang
"dang Periklanan yang memenuhi persyaratan

etentuan yang berlaku ;

e adalah batasan - batasan wilayah tertentu
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat
pemasangan reklame ;

: 1;.1'1.. Pajak Reklame adalah keseluruhan
.geluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik
&,uarareklame termasuk dalam hal ini adalah

; bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik,
perakitan, pemancaran, peragaan,

gecatan, pemasangan dan transportasi
lain sebagainya sampai dengan bangunan
"pancarkan, diperagakan, ditayangkan dan
pat yang telah diijinkan ;

e adalah Penempatan lokasi pemasangan
dibeberapa wilayah yang ditetapkan oleh
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strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang
pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut

kriteria kepadatan pemanfaatan. tata ruang kota
agai aspek kegiatan dibidang usaha ;

"tahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

~ hitungan dan pembayaran Pajak yang tertuang
~.-...rran Perundang undangan Perpajakan Daerah ;

•...•...Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SSPD
- ~)"E:1g digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan

penyetoran pajak yang terhutang ke Kas
pat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
keputusan yang menentukan besamya

. _: :erhutang ;

P";ak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
adalah surat keputusan yang menentukan

.r yang terutartg, jumlah kredit pajak,
bayaran pokok pajak, besamya sangsi
yang masih harus dibayar ;

-;ak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
KPDKBT adalah surat keputusan yang

atas jumlah pajak yang ditetapkan ;

Bayar, yang selanjutnya disingkat
eputusan yang menentukan jumlah

gak karena jumlah kredit pajak lebih
g atau tidak seharusnya terutang ;

:Jaerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
~putusan yang menentukan jumlah pajak

besarnya dengan kredit pajak, atau pajak
, ada kredit pajak ;
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avhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
surat untuk melakukan tagihan paj ak atau sanksi

. berupa bunga dan atau denda.

BAD II

fA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal2

Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap
Reklame.

semua penyelenggaraan Reklame.

Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2)

Billboard/Megatron adalah reklame yang
engan menggunakan bahan kayu, kertas,
kaca, batu, logam atau bahan lain yang

5 pada tempat yang disediakan (berdiri
cara digantungkan atau ditempelkan

reklame yang diselenggarakan dengan
kain, plastik, kertas, bagor atau bahan

Stiker) adalah reklame yang berbentuk
enggarakan dengan cara disebarkan,

'pasang pada benda lain ;

adalah reklame yang disebarkan,
diminta dengan ketentuan untuk tidak

pada benda lain;
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e Berjalan, termasuk kendaraan adalah reklame yang
---'" enggarakan dengan cara berjalanlberkeliling dimana

e tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada

'clara adalah reklame yang diselenggarakan di
menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang

uara adalah reklame yang diselenggarakan
- =- &,ounakankata-kata yang diucapkan atau dengan

suara yang ditimbulkan dari atau oleh
atau pesawat apapun ;

!ide adalah reklame yang diselenggraakan
nakan klise berupa kaca atau film ataupun

yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk
atau diperagakan pada layar atau benda

melalui pesawat Televisi ;

_ adalah reklame yang diselenggarakan
_ ::::;:e.:::peragakansuatu barang dengan/atau tanpa

_ ..~-.

reklame yang diselenggarakan di laut
kapal laut baik bermotor maupun

Pasal3

1P"~akReklame adalah :

e oleh Pemerintah Pusat dan

e melalui Televisi, Radio, Warta
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yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam
~enmdang-undangan yang berlaku ;

benda-benda yang dipasang semata-mata untuk
:lamatan umum ;

nda-benda yang dipasang berkenaan dengan
- um yang diselenggarakan berkenaan dengan

dang-undangan yang berlaku;

tanda-tanda dan lain sebagianya yang dipasang
::~ adanya Komprensi, Kongres, Rapat/

atau Organisasi-organisasi. Usaha-usaha
tya semata-mata tidak mencari keuntungan
tertentu, sedangkan untuk waktu selebihnya

tang telah ditetapkan tadi, pemasangan
.::-.=""t' sebagai pemasangan reklame biasa ;

:patkan pada suatu kendaraan yang berasal
Xrada di Daerah tersebut tidak lebih dari 7

.-

e semata-mata memuat nama dan atau

da yang menempati tanah/ bangunan
tidak Olelebihi ~ (seperempat) M2•

BABID

RIJIN AN

Pasal 4

reklame diwajibkan memiliki ijin
mengajukan permohonan kepada

pennohonan ijin ditetapkan dengan
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PasalS

.....emenuhi Tata Cara Persyaratan sebagaimana
4 ayat 2 Peraturan Daerah ini maka

reklame wajib menyerahkan uang jaminan sebesar
prosen) dan nilai konstruksi Reklame.

Pasal6

_ =le=:&,o-araat1 reklame dimaksud Pasal 2 ayat (3)
Daerah ini hams diajukan selambat-

puluh) hari sebelum reklame

e tertentu sebagaimana dimaksud ayat
'--'.!S ~lebih dahulu memperoleh pertimbangan

-~0agaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
'~~-lambatnya 14 (empat bel as) hari sejak

Pasal7

~ Pasal 2 ayat (3) huruf b, c, d Peraturan
dalam bentuk pengesahan oleh
alikota.

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
- "~:cfr Reklame dilunasi dan Reklame belum

Ijin Reklame dimaksud Pasal 2 ayat
clan j ditetapkan dengan Keputusan
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PasalS

Pasal9

dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini

ratakan tidak berlaku lagi apabila terjadi
secara teknis maupun administrasi, sehingga- - ...

~.-: ~2aIl penJmannya .

..innya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana
(1) Pasal ini, apabila penyelenggara

ngkar da.n membersihkan reklame beserta
-sinya, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan,
g membongkar dan membersihkan reklame

nstruksi tersebut atas biaya penyelenggara

Pasal ini diambil dari uang jaminan
Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

gunan konstruksi reklame yang dibongkar
pada ayat (2) Pasal ini wajib diambil

_ reKlame selambat-lambatnya dalam jangka
--=ak tanggal pembongkaran.

]elenggara dimaksud ayat (4) Pasal ini
reklame beserta bangunan kontruksi

Pemerintah Daerah.
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BABIV

uLLENGGARAANREKLAME

PasallO

. ~-~reKlame dapat dilakukan oleh perorangan atau

persyaratan penyelenggaraan reklame
ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan

Pasalll

memenuhi persyaratan keindahan
"asan Budaya serta tidak ..boleh
eagamaan, Kesusilaan, Ketertiban

- sesuai dengan Rencana Tata Ruang

al12

.~aratan keindahan sebagaimana
rran Daerah ini, penyelenggaraan
rada panggung reklame atau titik-

~e dan titik-titik reklame

reklame dilaksanakan oleh



reklame barns menyusun naskah reklame
Indonesia yang baik dan benar dengan

latin.

asing hanya diperkenankan bagi
merek dagang yang mempunyai hak paten.

Pasal13

ewajiban :

~ atau tanda· lain pada reklame yang

selalu dalam keadaan baik ;

~l...,....,..E' beserta bangtman konstruksi segera
setelah ijin dicabut ;

akibatnya yang disebabkan
"" 'mng menimbulkan kerugian pada

14

(7 menyelenggarakan reklame :

Instansi Pemerintah ;

merusak kota ;

Bilboard / megatron, pemasangan
umum ;

dan tempat-tempat lain tertentu
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BAD V

L.~GENAANDAN TARIF PAJAK

Pasal15

Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

e sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
,_~g dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan

, Reklame.

e ciselenggarakan oleh pribadi atau badan
- ~~!r,'; reklame untuk kepentingan sendiri, maka

= ~~~1t..•mg berdasarkan besarnya pemasangan,
_____ ------=s:raregis lokasi danjenis reklame.

'" ....~~"lenggarakan oleh pihak ketiga, maka
:r:e:~lkanberdasarkan jumlah pembayaran

• ·-5~fri1asapenyelenggaraan reklame dengan
~ ~asangan, pemeliharaan, lamanya
·~"",-::,;,·.",,7' lokasi danjenis reklame.

~wa Reklame sebagaimana dimaksud
dalam bentuk tabel dan ditetapkan

al16

25% (dua puluh lima prosen) .



BABVI

AD PEMUNGUT AN
PEREUTUNGANPAJAK

Pasal17

cr dipungut di Kota Denpasar.

g dihitung dengan cara mengalikan
dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Daerah ini.

BABVII

AKTERHUTANGDAN SURAT
PAJAK DAERAH.

Pasal18

yang larnanya sarna dengan jangka

a.saI 19

masa pajak terjadi pada saat

,al20

.fisi SPTPD.

d pada ayat (1) Pasal ini harns
lengkap serta ditandatangani oleh
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~~:'"2iiil::ma dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harns
Walikota selambat-Iambatnya 15 (lima

'rakhirnya masa pajak.

:.ala cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh

BABVIII

;:\GAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal21

5ebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ini, Walikota menetapkan pajak

m--.kan SKPD.

dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak
lewat waktu paling lama 30 (tiga

S}2>D diterima, dikenakan sanksi
- ~~~ sebesar 2% (dua prosen) sebulan

itk.an STPD.

22

:yar sendiri SPTD sebagaimana
ayat (1) Peratutan Daerah ini

- ~gnitung, memperhitungkan dan
g terhutang.

tahun sesudah saat terhutangnya
~"1itkan :



dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal

hasil pemeriksaaan atau keterangan
rerutang tidak atau kurang dibayar,
:dministrasi berupa bunga sebesar 2%

dihitung dari pajak yang terhutang
untuk jangka waktu paling lama 24
an dihitung sejak saat terutangnya

pada ayat (2) huruf c Pasal ini
yang terutang sama besarnya

pajak tidak terhutang dan tidak

, disampaikan dalam jangka waktu
Lelah ditegur secara tertulis dikenakan

. Xrupa bunga sebesar 2% (dua prosen)
_ ~~~ka waktu paling lama 24 (dua puluh

g sejak saat terhutangnya pajak ;

gisi SPTPD tidak dipenuhi pajak
g secara j abatan, dan dikenakan

kenaikan sebesar 25% (dua
. pokok pajak ditambah sanksi

ga sebesar 2% (dua prosen)
gka waktu paling atau terlambat

paling lama 24 (dua puluh
, saat terutangnya pajak.

pada ayat (2) huruf b Pasal ini
data bam atau data yang semula

kan penambahan jumlah pajak
sanksi administrasi berupa

seratus prosen) dari jumlah



yar pajak terhutang dalam SKPDKB
-:'C'""l~anadimaksud pada ayat (2) huruf a

atau tidak sepenuhnya dibayar dalam
telah ditentukan, ditagih dengan

-=tambah dengan sanksi administrasi
....~osen) sebulan .

.lajak yang terhutang sebagaimana
-. ?asaJ ini tidak dikenakan apabila wajib

sebelum dilakukan tindakan

Rill IX

PEMBAYARAN

al23

di Kas daerah atau tempat lain
ta sesuai waktu yang ditentukan

-Q:JKS, SKPDKBT dan STPD.

dilakukan ditempat lain yang
.ale harns disetor ke Kas Daerah

jam atau dalam waktu yang

dimaksud ayat (I) dan ayat (2)
-enggunakan SSPD.

24

-- 'rukan sekaligus atau lunas.

-- ~rsetujuan kepada Wajib Pajak
-~"''.illl1lg dalam kurun waktu tertentu,

yang ditentukan.



(3) Angsuran pembayaran pajak secara teratur dan berturut-turut
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan .setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga 2% (dua prosen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran
serta eara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh
Walikota.

Pasal25

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti
pembayaran dan dieatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini ditetapkan oleh Walikota.

BABX

TATA CARAPENAGIHAN PAJAK

Pasal26

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

Pasa127

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat
Tegurap atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis,
jumlah pajak yang dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasa128

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa,
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasa129

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang
ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
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Pasal30

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada wajib Pajak.

Pasal31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BABXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal32

(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimanan dimaksud ayat (1) Pasal ini,
ditetapkan oleh Walikota.

BABXII

TAT A CARA PEMBETULAN, PEMBA T ALAN,
PENGURANGAN KETET APAN DAN PENGHAPUSAN

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal33

(1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat:

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDK8T atau

STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
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kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang
tidak benar ;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang
dalam hal sanksi terse but dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pem):>atalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas
SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat
selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.

(3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.
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BABXIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal34

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN.

(2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini harns disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapai menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaanya.

(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima sudah memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua bel as) bulan sebagaimana
dimaksud ayat (3) Pasal ini Walikota atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan.
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(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud •ayatO)Pasal ini
tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal35

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud . ayat (1) Pasal ini
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal36

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BABXIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA YARAN PAJAK

Pasal37

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat
yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang­
kurangnya:

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pajak;

d. Alasan yang jelas.
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(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPPLS harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 (satu bulan).

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
seteleh lewat waktu 2 (dua) bul~ sejak diterbitkannya
SKPDLB, Walikota atilU Pejabat memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pasal38

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4)
Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.
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BABXV

KEDALUWARSA

Pasal39

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terhutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini tertanggung tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

BABXVI

PEMBINAAN DAN PENGA WASAN

Pasal40

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan disamping
dikenakan sanksi pidana sebagaiinana diatur Pasal 41
Peraturan Daerah ini maka bila dipandang perlu Walikota dapat
menutup sementara kegiatan usaha wajib pajak dalam hal wajib
pajak terbukti tidak membayar pajak.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1)
Pasal ini Walikota dapat melakukan Pemeriksaan terhadap
wajib pajak untuk menguji kepatuhan Pemenuhan Perpajakan
Daerah.
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BABXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal41

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan 'Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan
Daerah ini tidak dituntut seteIah melampaui jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak' saat terhutangnya pajak atau berakhimya
Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak atau berakhimya
Tahun Pajak.

- 27-



BABXVIII

PENYIDIKAN

Pasal43

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini adalah:

a Menerima, meneari, mengumpulkan dan menditi
keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana
di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap danjelas ;

b Meneliti, meneari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan
Daerah terse but ;

e Meminta keterangan dan bahan bukti dariorang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah ; . •

d Menerima buku-buku, eatatan-eatatan dan dokumen­
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah ;

e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, peneatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but ;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan
Daerah ;
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g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Perpajakan Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

J Menghentikan penyidikan ;

k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan. tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal44

Hal-hal yang belum atati belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Walikota.

Pasal45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Desember 2001

DAERAH KOTA DENPASAR,

LEMBARAN DAERAH KOT A DENP ASAR
TAHUN 2001 NOM OR 29.
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PENJELASAN

ATAS

PERA TURAN DAERAH KOT A DENP ASAR

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK REKLAME

I UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu
diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa disamping hat tersebut di atas dalam upaya
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
Reklame dan Pajak Reklame juga dilakukan penyesuaian dan
penyempumaan dengan berpedoman kepada Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal terse but di atas, penyesuaian
dan penyempumaannya dipandang perlu diatur kembali yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
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II PASAL DEMI PASAL

Pasall

Pasal2
Pasa13

Pasa14

Pasa15

Pasa16

Pasal7

Pasal8

Pasal9

PasallO
Pasalll

Pasal12
Pasal13
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Pasal16

Pasal17
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Pasa121
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Pasal23

Pasal24

Pasal25
Pasal26

Pasal27

Pasal28

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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Pasal29

Pasal30

Pasal31

Pasa132

Pasal33

Pasal34

Pasal35

Pasal36

Pasal37

Pasal38

Pasal39

Pasal40

Pasal41

Pasal42

Pasal43

Pasa144

Pasa145

Pasal46

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
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Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
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Cukup Jelas
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